BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ //<4 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN MINIMAL PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan

1.

kepada Wajib Pajak serta meningkatkan penerimaan dari
sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2), perlu adanya penetapan besaran minimal Pajak
Terutang PBB-P2;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Besaran
Minimal Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
3);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Besaran Minimal Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong.
KEDUA Besaran Minimal Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
KETIGA : Besaran Minimal Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dikenakan kepada Wajib Pajak yang penetapan
PBB-P2 lebih kecil dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap
tahun pajak.
KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan
Bupati Tabalong Nomor 188.45/104/2020 tentang Penetapan
Besaran Minimal Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong yang
ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2020 dinyatakan tidak
berlaku.
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tanjung ,
. pada tanggal 26 Febrvar 22¢
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1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung

3. Camat se-Kabupaten Tabalong
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